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ABSTRAK 

 

Chairunnissa Nafirizqi, Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling 

Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang 

(Dibawah Bimbingan Ibu Sahila, SE., M.M Dan Ibu Amanda Oktariyani, SE., 

M.Si., Ak.,CA) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Samsat 

Pajak Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan 

mengumpulkan data dari Kantor Samsat UPT Kota Palembang, termasuk informasi 

mengenai target dan realisasi penerimaan dari layanan Samsat keliling. Hasil 

penelitian menunjukkan fluktuasi signifikan dalam pendapatan asli daerah (PAD) 

dari pajak kendaraan bermotor antara tahun 2018 hingga 2022. Meskipun demikian, 

secara keseluruhan, efektivitas program tersebut tetap dalam kategori "Efektif" 

dengan rasio efektivitas berkisar antara 91% hingga 95%. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun terjadi variasi dalam kinerja pengumpulan pendapatan, target 

yang ditetapkan berhasil dicapai atau mendekati setiap tahunnya.  

Program Samsat keliling di Kota Palembang tercermin sebagai upaya untuk 

meningkatkan efektivitas tersebut, yang berhasil meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak serta mempermudah akses masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. Dengan demikian, fluktuasi dalam efektivitas tidak menghambat 

pencapaian tujuan akhir, terutama karena implementasi yang efektif dari Program 

Samsat keliling. 

 

Kata kunci: Samsat, Samsat Keliling, PKB, PAD.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka 

populasi Indonesia terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. 

Peningkatan ini mencerminkan hasil dari sejumlah faktor, termasuk peningkatan 

harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, dan perkembangan dalam bidang 

kesehatan dan perawatan medis. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah penduduknya (Zevaier, 

2023) 

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi berbagai 

isu terkait dengan pertumbuhan populasi yang cepat, termasuk peningkatan akses 

terhadap layanan kesehatan dan program keluarga berencana, tantangan terus 

muncul dalam mengelola populasi yang terus berkembang ini. Dengan 

pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk terus 

merumuskan kebijakan yang efektif guna menjaga keseimbangan antara 

pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi, sambil memastikan 

kesejahteraan masyarakat tetap terjaga (Rizaty, 2022). 

Peningkatan ini mencerminkan tren mobilitas yang semakin penting di 

berbagai kota besar, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

dan peningkatan daya beli masyarakat. “Kepemilikan kendaraan pribadi seperti 

mobil dan sepeda motor telah menjadi salah satu faktor kunci dalam memenuhi 

kebutuhan mobilitas sehari-hari” (Ali M dkk, 2019:2).  
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Sejalan dengan tren peningkatan populasi dan kepemilikan kendaraan, 

penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi yang komprehensif guna 

mengatasi tantangan mobilitas di masa depan sambil memastikan keberlanjutan 

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Zendrato 2018: 99). 

Pelayanan kepada masyarakat secara langsung menjadi indikator utama dari 

kinerja pemerintah yang dapat dengan mudah dinilai oleh masyarakat berdasarkan 

kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Hal ini karena persepsi masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik sangat beragam, dimulai dari berbagai kalangan. 

Keberhasilan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan cara yang 

profesional, efektif, dan efisien akan membantu meningkatkan citra positif 

Pemerintah di mata masyarakatnya (Pangestu 2023: 139). 

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Otonomi Daerah menggariskan dengan jelas bahwa wilayah memiliki hak untuk 

menetapkan kebijakan lokal serta memberikan sudut pandang terkait kebijakan 

wilayah terkait cakupannya, pembentukan, dan penghapusannya.  

Ahmad dkk, (2021:48) menjelaskan bahwa: 

“Tujuan utama dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mencapai 

efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta 

mendorong pertumbuhan daerah dalam berbagai sektor, meningkatkan 

kualitas pelayanan masyarakat, dan memperkuat kemandirian daerah”  

 

Anisyah, (2022: 123) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa: 

“Kesanggupan pemerintah daerah di Indonesia dalam pengoptimalan 

pengelolaan dan mengatur daerah secara maksimal dengan melakukan 

implementasi kebijakan otonomi daerah yang diharapkan dapat menggali 

potensi sumber penerimaan daerah agar dapat membiayai pengeluaran 

pemerintah”. 
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Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur anggaran daerahnya. 

Daerah diberi otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

perundang-undangan, penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah otonom akan 

terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti 

oleh pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pemasukan finansial daearah terdiri dari penghasilan pajak daerah, 

pendapatan dari retribusi daerah penghasilan dari pengelolaan sumber daya daerah 

yang dipisahkan, dan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang 

sah (sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1). Menurut Siahaan, (2017:144) memberikan 

beberapa contoh di antaranya adalah: 

“Pajak Penginapan, Pajak Iklan, Pajak Acara Hiburan, Pajak Makanan dan 

Minuman, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas penggunaan sumber daya 

mineral non-logam dan batuan, Pajak Parkir, Retribusi atas Pelayanan 

Umum, Retribusi atas Kegiatan Usaha, serta berbagai retribusi dan izin 

tertentu”.  

Dari berbagai jenis pajak daerah yang ada, salah satu jenis yang 

menghasilkan pendapatan yang signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009, definisi pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: "Pajak Kendaraan 

Bermotor, merujuk pada pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau 

penggunaan kendaraan bermotor”.  Pemerintah melaksanakan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap (Samsat). 
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Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, terutama melalui 

pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah kini memberikan layanan Samsat 

Keliling. Langkah inovatif ini dapat dianggap sebagai strategi proaktif untuk 

memudahkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sebagian besar 

daerah telah menerapkan sistem Samsat Keliling, termasuk Pemerintah Kota 

Palembang, dengan harapan untuk menjangkau lebih banyak pemilik kendaraan, 

termasuk mereka yang mungkin mengalami keterbatasan dalam mengakses kantor 

pelayanan resmi. “Melalui pelayanan ini, diharapkan partisipasi wajib pajak akan 

semakin meningkat, seiring dengan efisiensi dan kemudahan proses administratif 

yang lebih terjangkau” (Ali M dkk, 2019: 12). Samsat Keliling (Samling) yang 

bertujuan untuk memfasilitasi proses pembayaran pajak kendaraan bagi 

masyarakat. Layanan ini menyediakan mobil yang telah dimodifikasi agar dapat 

langsung melayani masyarakat dalam proses pembayaran pajak tahunan untuk 

kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. 

Dikutip dari laman resmi BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, terhitung 

sejak 5 April 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk 

memudahkan pembayaran pajak kendaraan roda dua/roda empat bagi masyarakat. 

Inisiatif tersebut mencakup layanan Samsat Keliling, Samsat Corner MALL, dan 

Samsat Corner/Payment Point BSB. Langkah ini menjadi solusi bagi warga yang 

berada jauh dari kantor pusat layanan UPTB/Samsat Kabupaten/Kota. 

Pelayanan Samsat Keliling, yang diselenggarakan melalui Mobil Samsat 

Keliling (Samlink), tersebar di 20 UPTB/Samsat Kabupaten/Kota secara bergiliran, 
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mencakup setiap kecamatan dan desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi 

penempatan Samsat Keliling biasanya dipilih secara strategis, seperti taman kota, 

pasar, kampus, dan pusat keramaian. Di kota Palembang, misalnya, Samsat Keliling 

memberikan pelayanan di berbagai lokasi termasuk halaman kantor kecamatan di 

Plaju, SU I, SU II, serta Sako. Selain itu, layanan ini juga dapat diakses di pasar 

tradisional seperti Pasar Induk Jakabaring, Pasar Simpang Sungki, dan Pasar Plaju. 

Bahkan, Samsat Keliling turut hadir di berbagai lokasi vital seperti halaman masjid, 

seperti di Masjid Kimerogan Kertapati dan Masjid Jam'ik Plaju, serta di Taman 

Kota, seperti di Taman Simpang Polda. Semua upaya ini merupakan bagian dari 

komitmen BAPENDA Provinsi Sumsel untuk memastikan aksesibilitas dan 

kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak kendaraan (Usta 2023). 

Layanan samsat keliling bertujuan untuk memberikan akses yang lebih 

mudah kepada pemilik kendaraan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 

mencakup pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan masa berlaku STNK (Surat 

Tanda Nomor Kendaraan), perubahan data kendaraan, dan layanan administrasi 

kendaraan bermotor lainnya.  

Menurut Siahaan, (2017: 122) bahwa “Pajak kendaraan bermotor 

merupakan pajak yang dibebankan pada kepemilikan atau penggunaan 

kendaraan bermotor,mencakup alat berat dan besar yang menggunakan roda 

dan motor dalam operasinya, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di 

air”.   

 

Selanjutnya, “Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber 

pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah mengenakan pajak ini pada pemilik 

kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayahnya” (Periansya dkk, 2017:132). 

“Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat dialokasikan untuk 
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meningkatkan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan 

masyarakat lainnya” (Islami and Rahmawati 2020:170). 

 

Tabel 1. 1  

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2022 

Jenis Pendapatan 
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah (Ribu Rupiah) 

2020 2021 2022 

 Pajak Daerah 
  

3,081,800,984  
    3,523,785,342    4,461,152,465  

 Retribusi Daerah 
          

8,234,5521  
            9,313,749          12,185,155  

Hasil Perusahaan Milik 

Daerah dan Pengelolaan 
kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

   82,836,1327            65,714,183        153,032,882  

 Lain-lain PAD yang Sah 
      

202,229,314  
        266,649,757        304,585,346  

Jumlah Pendapatan Daerah 
  

3,375,100,984  
    3,865,463,033    4,930,955,849  

Sumber: https://sumsel.bps.go.id/ 

Tabel 1.1 menggambarkan realisasi pendapatan pemerintah dari berbagai 

jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun, mulai dari 2020 hingga 

2022. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam 

beberapa kategori pendapatan. Pendapatan dari pajak daerah mengalami 

peningkatan yang signifikan dari 3,08 triliun Rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,46 

triliun Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, pendapatan dari retribusi daerah 

juga mengalami kenaikan yang cukup besar dari 8,23 miliar Rupiah pada tahun 

2020 menjadi 12,18 miliar Rupiah pada tahun 2022.  

Selain itu, terjadi fluktuasi pendapatan dari hasil perusahaan milik daerah 

dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang meningkat dari 82,83 

miliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 153,03 miliar Rupiah pada tahun 2022. 

https://sumsel.bps.go.id/
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Lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan peningkatan dari 202,23 miliar Rupiah 

pada tahun 2020 menjadi 304,59 miliar Rupiah pada tahun 2022. Secara 

keseluruhan, jumlah pendapatan daerah dari berbagai sumber PAD menunjukkan 

tren kenaikan yang signifikan dari 3,38 triliun Rupiah pada tahun 2020 menjadi 

4,93 triliun Rupiah pada tahun 2022, menandakan peningkatan yang signifikan 

dalam pengumpulan pendapatan pemerintah daerah selama periode tiga tahun 

tersebut. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa pajak daerah menjadi 

kontributor utama terhadap pendapatan pemerintah selama periode tersebut, yang 

menunjukkan pentingnya peran pajak dalam mendukung pendapatan daerah. 

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatra Selatan (Bapenda 

Sumsel) Neng Muhaiba, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel pada tahun 

2022 adalah sekitar Rp4 triliun artinya realisasi pendapatan pada tahun 2022 telah 

melebihi target. Sumber pendapatan tersebut berasal dari lima jenis pajak daerah 

yang telah dikumpulkan.  

“Pajak kendaraan bermotor (PKB) tercatat sebesar Rp1,18 triliun, bea balik 

nama kendaraan bermotor (BBN-KB) senilai Rp1,08 triliun, pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) sekitar Rp1,49 triliun, dan pajak 

rokok sekitar Rp662 miliar. Kesemua jenis pajak tersebut melebihi target, 

sementara pajak air permukaan (PAP) hanya mencapai Rp13,06 miliar atau 

99 persen dari target sekitar Rp13,10 miliar. Dalam hal ini realisasi PBB-

KB mencapai angka tertinggi yaitu 117 persen” (Wulandari 2023).  

Adapun untuk pajak kendaraan bermotor sendiri, realisasi pendapatan 

daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1. 2  

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2020-2022 

No  Tahun 

Anggaran 

Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 

3 2020 1.004.120.000.000,- 1.069.302.341.956,- 106.49 

4 2021 958.536.913.000,- 1.050.846.360.960,- 109.63 

5 2022 1.098.536.913.000,- 1.150.846.360.960,- 104.76 

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 2023 

 

Tabel 1.2 menunjukkan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor 

selama periode 2020-2022. Pada tahun 2020, target pajak sebesar Rp 

1.004.120.000.000,- berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai Rp 

1.069.302.341.956,-, atau sekitar 106.49% dari target. Pada tahun 2021, meskipun 

target lebih rendah sekitar Rp 958.536.913.000,-, realisasi pajak kendaraan 

bermotor justru melampaui target tersebut, mencapai Rp 1.050.846.360.960,- atau 

sekitar 109.63%. Sementara itu, pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 

Rp 1.098.536.913.000,- kembali terlampaui dengan realisasi mencapai Rp 

1.150.846.360.960,-, meskipun dengan tingkat capaian yang sedikit lebih rendah, 

yaitu sekitar 104.76% dari target. Dari data ini, dapat dilihat bahwa penerimaan 

pajak kendaraan bermotor selama periode tersebut cenderung mengalami 

peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, maka peneliti 

melihat perlunya melakukan penelitian terkait efektivitas pengoperasian Samsat 

Keliling di Kota Palembang. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah 

“Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu bagaimana efektifitas program samsat pajak keliling terhadap 

penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektifitas program samsat pajak keliling 

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa: 

1. Memberikan wawasan tentang keefektifan sistem pajak keliling, yang pada 

gilirannya dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan 

strategi pajak yang lebih efisien dan efektif. 

2. Dengan memahami efektivitas sistem pajak keliling, penelitian ini dapat 

memberikan panduan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan 

pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pendapatan daerah dan 

pembangunan infrastruktur. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang 

efektivitas sistem pajak keliling di daerah-daerah lain, yang pada akhirnya 

dapat membantu pengembangan kebijakan pajak yang lebih baik dan efektif 

di tingkat nasional.
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